
: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18(4);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengg,araanNegara yang

Berslh dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republlk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer

4400);

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TENTANG

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 53 TAHUN 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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Mengingat

Menlmbang

,



, 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana lelah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 4844);

7. Undang·Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor4502);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4503);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4574);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara

Republik IndonesiaNomor4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaandan

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik IndonesiaNomor4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor4614);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor59 Tahun2007;
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Pasal 2

Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-daser,

konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipillih oleh
Pemerintah Provinsi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi
Sumatera Selatan.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah

perangkat daerah pada Pernerintah Provinsi Sumatera Selatan selaku pengguna

anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah.

4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala

SKPKD yang mempuyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara urnumdaerah.

5. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun

laporan keuangan untuk digabungkan pactaenlitas pelaporan.

6. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri satu atau lebih entitas
akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan

laporan pertangungjawaban berupa laporan keuangan.
7. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang

merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga

tersaji sebagai suatu entitas tunggal.

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

MEMUTUSKAN :

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Oaerah Tahun 2010
Nomor 2 Seri E)
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Pasal4
Kebijakan akuntansl PemerintehProvlnsl mengatur :

a. penyajlan laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan balk terhadap anggaran, antar periode,
maupun antar entitas akuntansl;

b. dasar-dasar penyajian Laporan Reallsasi Anggaran untuk Pemerintah Provinsi
dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan;

c. dasar-dasar penyajian neraca untuk Pemerintah Provinsi dalam rangka
memenuhl lujuan akuntabilitas sebagalmana ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan;

d. dasar-dasar penyajian Laooraa Arus Kas yang memberikan informasi historis
mengenai perubahan kas dan setara kas Pemerintah Pravlnsi dengan
mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, lnvestasi aset non

keuangan, pembiayaan,dan non anggaran selama satu periode akuntansl;
e. dasar-dasar penyajlan dan pengungkapan yang dlpertukan pada Catatan Atas

Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhl pelaksanaan

anggaran seperti kebljakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya
perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya. serta daftar-<laltar

yang merinci lebih lanjut angka-angkayang dianggap perlu untuk dijelaskan;
f. dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi aset.

kewajiban, ekuitas dana. pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta

penyajiannya dalam laporan keuangan;
g. pertakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan

peristiwa luar biasa;
h. penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meJiputi

SKPO dan PPKD dalam rangka menyajikan laporan keuangan Pemerintah

Provinsi untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan

laporan keuangan.

Pasal3
Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi dibangun atas dasar Kerangka Kanseptual
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Oaerah yang mengacu pada Kerangka Konseptual
Standar Akuntansi Pemerintahan.
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BERITA DAERAH PROVINSISUMATERASELATAN
TAHUN 2010NOMOR 24 SERI E

Diundangkan di Palembang

padata ggal 80ktober 2010
PIt. SEK ETARIS DAERAH PROVINSI

SU ATERA SELATAN,

Ditetapkan dl Palembang
pada tanggal 7 Olctober 2010

(lGUBERNUR SUMATERASELATAN, ~

Aftl/ll-:J . NOERDIN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsl Sumatera

Selatan.

Pasal6

Peraturan Gubernur ini mulai berlakupada tanggaldiundangkan.

Pasal5

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

 

GUBERNUR SUMATERA SELATAAN 
 

dto. 
 

H. ALEX NOERDIN 

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
SUMATERA SELATAN 

 
dto. 

 
YUSRI EFFENDI 


